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Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN

I(ETUA PENGADII.AN TINGGI BEN6KULU

NOMOR ; W8.U/ taz' lKP. tl,Ollllllz0l7

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TTNGGI BENGKUTU

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKUTU

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/g/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator

Kinerja Utama (lKU) lnstansi Pemerintah;

Bahwa telah ditetapkan Reviu Indikator Kineria Utama Mahkamah

Agung Nomor : 192/KMAy'SIVXI/2016 tanggal09 November 2016

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu perlu meninjau kembali atau

mereview untuk penyempurnaan lndikator Kinerja Utama dan selaEs

dengan lndikator Knerja Mahkamah Agung Rl.

Undang-undang Nomor 3l Tahun 1997 tentang Peradilan Militer'

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undarrg-undang Nomot 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung'

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

. Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan (ehakiman

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2OO9 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 5l Tahun 2OO9 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.

Peraturan Pemerintah Nomot 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuan8an dan Kinerja lnstansi Pemerintah.
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunanlangka Men€ngah Nasional Tahun 2004-2009.

Peraturan Preslden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja

11. Peraturan Pteside$ Nonrot 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat

Mahkamah Agung.

12. Peratu.an ' Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan

Mahkamah Agung.

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/gM.PAN /5/2oo7 tentanl Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja,

Hasil Rapat Tanggal 09 Maret 2017 tentang Pembahasan Reviu lndikator

Knerja Utama (l(U) disinkronisasikan dengan Rencana Strate8is (Renstra)

Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

I(EPUTUSAN IGTUA PENGADITAN TINGGI BENGI(ULU TENTANG

PENITAPAN REVIU INDI|(ATOR KINERJA UTAMA PENGADITAI{ TINGGI

BENG(ULU TAHUN 2017.

Reviu lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

peraturan ini merupakan acuan kineria yang digunakan oleh Pengadilan

TingBi Bengkulu, untuk menetapkan rencafia kineria tahunan,

menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen

penetapan kineria, menvusun laporan akuntabilitas kineria serta melakukan

evaluasi pencapaian kineria sesuai dengan dokumen Rencana Strategis

Pengadilan Iinggi Bengkulu 2015-2016.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap

pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan keria dan

disampaikan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah AgunB Rl.

Dalam ran8ka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan

keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk ;

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan keria dalam rangka

meyakinkan keandalan inrormasl yang disaiikan dalam laporan

akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan

kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga



Keempat Xeputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: gengkulu

:10Maret2017

IlNGGT SENGKULU D/.

191984031001
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